
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1 TAHUN 2002 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH 
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2002 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai   
dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. 

 
Mengingat 

 

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi, dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 
 

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

 
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

 
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik IndonesiaTahun 19 (Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

 
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

 
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah 

Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4021); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas 
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
203,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4024); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 205,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025); 

 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139); 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996; 

 
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan 

Susunan Anggaran Pendapatan Daerah; 
 

18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1999 
tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 27); 

 
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota.Jakarta Tahun 2001 
Nomor 66); 
 
 

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Tahun Anggaran Dari 
Tahun Fiskal Menjadi Tahun Takwim; 
 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Nomor 35 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

 
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pikiran dan Aspirasi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap  
Penyusunan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 
2002; 

 
4. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta mengenai hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2002. 

 
5. Surat Gubernur Nomor 93/073.55 tanggal 21 Januari 2002 perihal Usulan 

Penggunaan Sisa Lebih Tahun Anggaran 2001. 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
 

dan 
 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
 

MEMUTUSKAN: 



 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2002. 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 9.349.030.200.000,00 terdiri dari : 

 
a. Pendapatan : 

 

 Pendapatan     Rp 9.349.030.200.000,00 
 
b. Belanja : 
     

 Rutin    Rp. 5.720.154.948.000,00 
 

 Pembangunan   Rp. 3.628.875.252.000,00 
 
        Rp 9.349.030.200.000,00 

 
Pasal 2 

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan, terdiri dari : 
 
a. Pendapatan      Rp    230.760.000.000,00 
 
b. Belanja      Rp    230.760.000.000,00 

 
Pasal 3 

Dana Cadangan Daerah     Rp.    560.000.000.000,00 

Pasal 4 

 

1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
I Peraturan Daerah ini. 
 

2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. 

 
3) Rincian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran III, IV dan V. Peraturan Daerah ini, yaitu : 

 
a. Lampiran III          : Pendapatan  

 
b. Lampiran IV         : Belanja Rutin 

 
c. Lampiran V          : Belanja Pembangunan 

 
Pasal 5 

Ringkasan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
tercantum dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 6 
 
Rincian Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum 
dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. 
 

 
 



Pasal 7 
 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 8 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan mulai awal 
Tahun Anggaran 2002. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
daerah ini dengan penempatannya, dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Januari 2002 
 
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
 
 
SUTIYOSO 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 1 Pebruari 2002 
 
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
 
 
FAUZI BOWO 
NIP 470044314 
 
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN : 2002  NOMOR : 35 
 

 


